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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PERMEN-KP/2016
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RPO,00 (NOL
RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar
Rp0,00 (Nol Rupiah) bagi Siswa atau Taruna yang Tidak
Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5075);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5564);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5745);

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja

Periode Tahun 2014-2019;



Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi Perikanan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.42/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 54 /PERMEN-KP/2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1735);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1735);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana  Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 — 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

Surat Menteri Keuangan Nomor S-1005/MK.02/2015,
tanggal 15 Desember 2015, hal Persetujuan atas Rancangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPMKP);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN
TARIF SEBESAR RPO0O,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU
TARUNA YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang yang
tersedia.

2. Siswa adalah Peserta Didik pada Sekolah Usaha
Perikanan Menengah di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

3. Taruna adalah Peserta Didik pada Politeknik Kelautan
dan Perikanan dan Sekolah Tinggi Perikanan di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Pelaku Utama adalah nelayan, pembudi daya ikan, dan
pengolah ikan beserta keluarga intinya.

6. Biaya Pendidikan adalah sumbangan penyelenggaraan

pendidikan (SPP).
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

(1)

(2)

(3)

jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
(PNBP BPSDMP KP) yang dikenai tarif sebesar Rp0,00
(nol rupiah);

tata cara;

persyaratan; dan

pelaporan.

BAB III
JENIS PNBP BPSDMP KP YANG DIKENAI
TARIF SEBESAR Rp0,00 (NOL RUPIAH)

Pasal 3
Jenis PNBP BPSDMP KP yang dikenai tarif sebesar
Rp0,00 (nol rupiah) meliputi:
a. biaya pendidikan; dan
b. biaya ujian akhir.
Jenis PNBP BPSDMP KP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dikenakan bagi Taruna pada Satuan
Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan:
a. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan
b. Sekolah Tinggi Perikanan Program Diploma IV.
Jenis PNBP BPSDMP KP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dikenakan bagi Siswa atau Taruna pada
Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan:
a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
b. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan

c. Sekolah Tinggi Perikanan Program Diploma IV.



